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PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2015/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,

tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka

sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03
November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu,
Nomor 660/Pdt.G/2015/PA.Pal, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 1979, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah
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Nomor ---/--/V/---- tanggal -- Mei ---- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
Penggugat di Kota Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak 1 (34 tahun), Anak 2 (32
tahun) dan Anak 3 (19 tahun);

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi
persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan
dengan baik;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun
2007, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita yang berbeda-beda tanpa
sepengetahuan Penggugat dan telah menikah dengan salah seorang
wanita selingkuhannya tersebut;

b. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;

c. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat sejak tahun
2007;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 29 Oktober
2015, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang datang ke rumah lalu
Penggugat yang sudah tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat akhirnya

meminta cerai pada Tergugat dan ingin membalik nama sertifikat menjadi
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atas nama anak namun Tergugat hanya memarahi Penggugat. Penggugat

dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 8 tahun lamanya;

6. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga
ini, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari
suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan
Agama Palu agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat
(Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat
dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan
mediator Drs.Rusli,M.M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 November
2015 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar

tanggapan dan jawabannya karena tidak lagi menghadiri sidang meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara panggilan (relass) tanggal
19 November 2015 dan tanggal 4 Desember 2015;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/
V/---- tanggal -- Mei ----, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas,
Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah
sumpah menerangkan sebagai berikut:

e Kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu
Penggugat;

e Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah
dikaruniai 3 orang anak, 2 orang diantaranya telah berkeluarga;

e Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-
rukun saja, namun sejak 8 tahun terakhir ini keduanya sering terlibat
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ulah Tergugat yang
telah berhubungan dengan wanita lain bahkan telah 2 kali kawin tanpa
sepengetahuan Penggugat;

e Saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak

berhasil;
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1. Saksi 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan

pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota
Palu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

e Kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik
ipar saksi;

e Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah
dikaruniai 3 orang anak;

e Semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis
sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sejak 8 tahun terakhir
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;

e Adapun yang penyebabnya karena Tergugat sudah menikah dengan
wanita lain dan mempunyai seorang anak, kemudian menikah lagi
dengan perempuan yang bernama Ratna sampai sekarang;

e Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kawin dengan
prempuan lain tersebut, namun masih biasa datang ke rumah Penggugat
tapi sudah tidak kumpul lagi layaknya suami istri;

e Tergugat masih biasa memberikan nafkah kepada Penggugat tapi tidak
cukup untuk kebutuhan hidup Penggugat;

e Saksia sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan
ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
dapat didengar jawabannya karena tidak datang menghadap di muka sidang dan
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat
tidak dapat didengar jawabannnya, maka sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kepada Penggugat dibebani bukti-
bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan
angka 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengn aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka

1, 2, 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka
1,2, 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan
dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi tersebut
telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal
16 September 1979;

2. Penggugat dan Tergugat hidup rukun hanya lebih kurang 28 tahun lamanya
dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai oleh

perselisihan dan pertengkaran akibat ulah dan perilaku Tergugat yang kasar
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dalam bertutur kata, serta telah 2 kali menikah dengan wanita lain tanpa

sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugatdan
Tergugat selaku pasangan suami istri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap
saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat
tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan
Tergugat, maka agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar
norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu
alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat lebih
dari 8 (delapan) tahun lamanya, telah memilih pisah kediaman bersama dan
tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri adalah suatu fakta
bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh, Hal ini
sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001
tanggal 10 Juli 2003 yang menyebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta
bahwa adanya perselisihan antara Penggugatdan Tergugat, karena tidak
mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa
adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan dan

pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
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tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan

alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat serta memenuhi rasa keadilan bagi
kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi alasan perceraian
telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling
bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan
pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima
sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang
berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk
dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan batinpun telah
putus, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin

lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga
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yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak
dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap
dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan
Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-
kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasihatan kepada
Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat
patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan
apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim
adalah talak bain sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana
tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat

(Penggugat);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan
Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Palu Timur, Kota Palu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga
ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2015 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 27 Syafar 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. Ahmad P.M.H, sebagai
Ketua Majelis, Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. dan Kunti Nur Aini, S.Ag masing-
masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh St. Nur Cahaya
Ismail,S.H, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad P.M.H

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. Kunti Nur Aini, S.Ag

Panitera Pengganti

St. Nur Cahaya Ismail,S.H,

Perincian Biaya Perkara:

Hal.11dari 12 hal. Put.No.660/Pdt.G/2015/PAPal
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1. Pendaftaran :Rp  30.000,-

2. Proses :Rp  50.000,-
3. Panggilan :Rp 225.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).
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